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TENTANG 

KEPEMUDAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, 
bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, 
kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu 
dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui 
penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam 
satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara 
terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang 
merupakan bagian dari pembangunan daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, 
Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai 
kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan 
kepemudaan; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerab tentang Kepemudaan. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu.n 1967 Nomor 19, tambah~ 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2628); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 
tentang Kepemudaan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksana.a n Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 
tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan 
Pemuda, s erta Penyediaan Prasarana dan Sarana 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5238); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 
tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme 
Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5444); 

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 
ten tang Koordinasi Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); 

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 
Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan 
Pemuda; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nornor 0945 
Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana 
Lernbaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; 
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13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 

Menetapkan 

Scanned with 
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BUPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diroak!':Ud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang meroasuki 
periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 
berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga 
puluh) tahun. 

6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan 
potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, 
aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 

7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan 
potensi pemuda. 

8. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
Jainnya, Badan Usaha Milli< Negara (BUMN), atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan 
bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap. 

9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi 
segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan. 
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10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, 
pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, 
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 

11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan 
untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 

12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan 
potensi dan peran aktif pemuda. 

13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, 
serta penggerakan pemuda. 

14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian 
berusaha. 

15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melaku.kan 
terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan 
keluar atas berbagai masalah. 

16. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah 
dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau 
memudahkan penyelenggaraan program dan/atau 
kegiatan Kepemudaan. 

17. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi 
pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling 
memperkuat, dan sating menguntungkan. 

18. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap 
keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan 
surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan 
sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi 
Kepemudaan di Kabupaten Rejang Lebong. 

19. Sistem informasi kepemudaan adalah layanan infonnasi 
yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi 
profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas 
kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di 
bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai 
pihak yang memerlukan. 

20. Prasarana adalah tempat atau ruang tennasuk lingkungan 
yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan. 

21. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang 
digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan. 

22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau 
jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam 
bentuk materiel dan/atau nonmateriel. 

23. Wirausaha Muda Pemula adalab wirausaha muda yang 
sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang 
mandiri. 

24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 20 (dua puluh). 

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

26. Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, 
adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
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27. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat 
sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang 
digunakan sebagai acuan Pcmerintah Daerah dalam 
melaksanakan suatu tcma kcbijakan tertcntu. 

28. Masyarakat adalah warga negara Indonesia berdomisili di 
Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai perhatian dan 
peranan dalam bidang kepemudaan. 

BAB II 
TUGAS, W[.;WENANG, DAN TANGGUNG JAWAB 

Pe:Me:RINTAH DAe:RAH 

Pasal2 

Pemerintah Dacrah mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan nasional dun mcnctapkan kebijakan di Dacrah. 

Pasal 3 

Dalam rangka menyelcnggarakan Pelayanan Kepemudaan di 
Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan sesuai kewenangan berupa: 
a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 

dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Daerah, 
Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah. 

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat Daerah. 

Pasal 4 

(1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki 
tanggungjawab, antara lain: 
a. menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang 

selaras dengan kebijakan nasional; 
b. menetapkan rencana strategis pembangunan 

kcpemudaan; 
c. mcnyusun rencana kerja pemerintah daerah; 
d. mengkordinasikan program pcmbangunan 

kcpemudaan; 
e. melaksanakan penyaclaran, pemberdayaan, dan 

pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan 
f. melakukan pemberdayaan dan pengembangan 

organisasi kepemudaan. 
(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. 

BABITI 
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK P[.;MUDA 

Pasal 5 

(1) Pemuda berperan aktif scbagai: 
a. kekuatan moral; 
b. kontrol sosial; dan 
c. agen perubahan dalam scgala aspek pembangunan. 
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(2) 

(3) 

Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan: 
a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas 

dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan 
Kepemudaan; 

b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan 
mental-spiritual; dan 

c. meningkatkan kesadaran hukum. 
Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb, diwujudkan dengan: 
a. memperkuat wawasan kebangsaan; 
b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, 

dan kewajiban sebagai warga negara atau 
Masyarakat; 

c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan 
penegakan hukum; 

d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan 
kebijakan publik; 

e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan 
f. memberikan kemudahan akses informasi. 

(4) Peran aktif Pemuda sebagai agen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diwujudkan dengan mengembangkan: 

perubahan 
huruf c, 

a. pendidikan politik dan demokratisasi; 
b. kepedulian terhadap Masyarakat; 
c. ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d. olahraga, seni, dan budaya; 
e. kepedulian terhadap lingkungan hidup; 
f. pendidikan kewirausahaan; dan 
g. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda. 

Pasal 6 

Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan daerah, 
meliputi: 
a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; 
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; 
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya 

hukum; 
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat; 
f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional; 
g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi 

Daerah dan nasional; dan 
h. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda. 

Pasal 7 

Setiap Pemuda berhak mendapatkan: 
a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif; 
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana 

kepemudaaan tanpa diskriminasi; 
c. advokasi; 
d. akses untuk pengembangan diri; dan 
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e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan 
keputusan strategis program Kepemudaan. 

BAB IV 
PERENCANAAN 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi 
Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai 
tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, 
wewenang, dan tanggungjawab. 

(2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara 
sistematis, terarab, terpadu, terkoordinasi, dan 
berkesinambungan dengan memperhatikan 
perkembangan Pemuda dan perubaban lingkungan, serta 
mengikutsertakan Pemuda dan/ atau Organisasi 
Kepemudaan. 

(3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam: 
a. rencana pembangunanjangka panjang Daerah; 
b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 
c. rencana strategis Perangkat Daerah; 
d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan 
e. rencana aksi Daerah. 

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai rencana aksi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABY 
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 9 

(1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk 
Pelayanan Kepemudaan. 

(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselenggarakan melalui: 
a. penyadaran.; 
b. pemberdayaan; dan 
c. pengembangan. 

(3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerab, Masyarakat 
dan Organisasi Kepemudaan. 

(4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, 
organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
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(2) 

011Rinn Kt•<l\111 
I 't'nyncl11r1111 

Pnsnl I() 

P<•nyndm·nn sdmgnimnnn dimnksud dnl11m Pnanl 9 nynt 
(2) hun1f 11 bcrupa gcrntrnn Pcmmlo dnlnm 11:;ipcl< idcologl, 
politik, hukum, ckonomi, sc>slnl lmdf\YU, pc:rtnhonnn, dnn 
kcnmnnnn d1ilmn mcmnhnmi dnn mcnyiknpl perulmhnn 
lingkung1111 strntcgis, bnik clomeslik mnupun globnl stirtn 
mcnccgnh rlnn mcnnngnni risiko. 
Pcnyndnrnn scbngnimnnn dimnksurl pndn 
difnsilitnsi oleh Pcmcrintah, Pcmcrintnh 
Mnsynrnkut, dnn Orgnnisnsi Kcpemudnnn. 

Pnsal 11 

nynt (I) 
Dncrah, 

(1) Pcnynrlarnn sebagnimnna dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1), diwujudlmn melalui: 
a. pendidikan agama, budi pekerti, dnn akhlak mulia; 
b. pendidikan wawasan kebangsann; 
c. penumbuhan kesadarnn Pemuda mengenai hak dan 

kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 

d. penumbuhan semangat beta negara; 
e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional; 
f. pemahaman kemandirian ekonomi; 
g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bldang; dan 
h. pendidikan kesadaran hukum. 

(2) Pelaksanaan penyadaran sebagaimana climaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan dalam ben tuk: 
a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model 

kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang 
berbasis iman dan taqwa; 

b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan 
dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap 
tatanan kehidupan politik demokrasi yang 
berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan Jokal; 

c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif 
Pemuda dalam rangka rneningkatkan semangat 
Pemuda; 

d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam 
meningkatkan pemnhaman sosial, budaya dan 
ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda; 

e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk 
meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai 
kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan 
dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta 
ketertiban Masyarakat; 

g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan 
untuk mengembangkan minat, balcat dan 
kemampuan Pemuda; 

h. diseminasi kesadaran hukum; 
i. pendidikan dan pelatihan bela negara; 
j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan 

pergaulan bebas; 
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dari 
dan 

penya.kit 
Acquired 

Human 
Tmmuno 

k. perlindungan Pemuda 
lmmu11odeficiency Virus 
Dejicie11cy StJndrome; dan 

1. perlidungan Pemuda dari tindak kekerasan dan 
ra dl kalisme. 

J<ctentuan Jebih Jan jut mengenai Penyadaran 
sebagahna na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur 
dcnga n Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan 

Pasal 12 

Pcmberdayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan terencana, 
sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi 
dan kuali tas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta 
keterampilan di~i dan organisasi menuju kemandirian 
Pemuda. 

Pasal 13 

(I) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
dilakukan melalul: 
a. peningkatan iman dan takwa; 
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan 

ketahanan Daerah dan nasional; 
d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda; 
e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya 

Pemuda; dan/atau 
f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagai.mana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, 

penguatan intelektual dan spiritual; 
b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan 

Daerah; 
c. pemberian beasiswa; 
d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha 

yang sesuai dengan potensi Daerah; 
e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau 

kreatif; 
f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif 

dan/atau kreatif; 
g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda; 
h. pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau 

Pemuda berprestasi; 
i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi 

advokasi dan mediasi; 
j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non 

formal; dan 
k. pembangunan smart city; 
I. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya local 

dan nasional; dan 
m. tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Pengembangan 

Pasal 14 

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
huruf c terdiri atas: 
a. pengembangan kepemimpinan; 
b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau 
c. pengembangan kepeloporan. 

Paragraf 1 
Pengembangan Kepemimpinan 

Pasal 15 

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui ; 
a. pendidikan; 
b. pelatihan; 
c. pengaderan; 
d. pembimbingan; 
e. pendampingan; dan/atau 
f. forum Kepemimpinan Pemuda. 

Pasal 16 

Pendidikan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur: 
a. formal; dan 
b. non formal. 

Pasal 17 

(1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, 
dilakukan pada pendidikan formal. 

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya 
pendidikan. 

(3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dl'berikan kepada 
Pemuda berprestasi. 

(4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diberikan 
oleh; 
a. Pemerintah Daerah; 
b. Pelaku Usaha; 
c. Masyarakat; atau 
d . Organisasi Kepemudaan. 

(5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

10 
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Pnwil 18 

l't•nd1diknn krfll'1mmp111n11 pe rnudB mclului jnlur non fonnal 
f.C h11rv11m1111n tlimnk11ud dnlnm Pasnl IC, hurur b. dapat 
clilakuknn sccArn: 
n l>c1Jcnjnng; dnn 
b. tirlak berjcnjnng. 

Pasal 19 

(l I Pcndidikan kcpemirnpinan Pemuda sccaro bcrjcnjang 
schagairnana dirnaksud dalam PasaJ 18 huruf a , dilakukan 
mulai dari tingkat dasar, rnadya dan utamn. 

(21 Pelaksanaan pendidikan kepe rnirnpinan Pemuda tidak 
bcrjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 h uruf 
b. dilakukan untuk pcndidikan yang bcrsifat khusus 
scsuai dengan minat. bakat dan potensi pemuda. 

PasaJ 20 

Pclaksanaan Pcndidikan kepcm.impinan Pemuda mclalui jalu r 
no n formal scbagaimana dimaksud dalnm Pasal 18 dapat 
dilaksanakan di kecamalan dan Daerah. 

Pasal 2 1 

( I) Pelnlihan kcpimirnpinan Pemudn scbagaimana di.maksud 
da lam Pasal 15 huruf b. bcrtuj1unn untuk mcningkatkan 
dan mengcmbangkan potensi kepcmimpina.n Pcmuda 
schingga mempunyai v1s1. sikap, disiplin, wawasan 
kebnngsaan, kemnmpuan bcrkomunikasi, kcpckaan sosial, 
kc mnmpuan bcrorganisasi scrtn mcmiliki kctc rampilan 
dnn nmmpu melnksanakan misi orgnnisasi. 

(2) Pclatihnn kepcmimpinan Pemuda scbagaimana d imaksud 
pnda ayat (I), diselenggarakan dalam scgala aspek 
kchidupan bcnnasyarakat, berbangsa, dan bcm cgara 
dengan mempcrhatikan d inamika perkcmbangan 
lingkunga n strategis Daerah , provinsi, nasional, dan 
intenmsional. 

(3) Pelatihan Pengembangan Kepcmim pina n Pem uda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da n ayat (2) 
dilakukan melalui pelatihan: 
a. kepemimpinan organisasi; 
b . kepcmimpinan kemasyarakat.an ; 
c . beta negam; 
d . ketahanan nasional; 
e. kepemimpinan bangsa; dan 
f. lninnya sesuai dengan kcbutuha n dan pcrkembangan 

bnngsa da n negnra. 

Pasal 22 

( l) Pcngndcmn kepimimpinan Pcmuda acbagaimana 
dimnksud dnlnm Pa!lfll 15 huru r c, bertujuan mcmbentuk 
da n menyiapknn Pcmudn agar ma mpu mcnjadi kader 
kepcmlmpinan pndn lingkup Dacrah dan naaional 

II 
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(2) Pengaderan kepernimpinan Pemuda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara 
dengan mernperhatikan dinamika perkembangan 
lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan 
internasional. 

(3) Pengaderan kepemirnpinan Pemuda sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (2), dilakukan melalui 
pengaderan: 
a. kepemimpinan kemasyarakatan; 
b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan 
c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa. 

Pasal 23 

(l) Pembimbingan kepimimpinan Pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan 
sehingga rnempunyai sikap dan perilaku kepemirnpinan 
yang kuat dan tangguh. 

(2) Pembirobingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pibak yang 
mempunyai kompetensi sesuai bidangnya. 

(3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana 
diroaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui 
pembimbingan: 
a. kepemiropinan kemasyarakatan; 
b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan 
c. kepemimpinan bangsa. 

Pasal 24 

(I) Pendampingan kepemiropinan 
dimaksud dalam Pasal 15 
meningkatkan partisipasi aktif 
bidang pembangunan. 

Pemuda sebagaimana 
huruf e, bertujuan 

Pemuda pada berbagai 

(2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a . inisiasi; 
b. Fasilitasi; 
c. supervisi; dan 
d . advokasi. 

(3) Pendampingan Kepemiropinan Pemuda sebagaimana 
ilirnaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah 
Daerah, Masyarakat, pelaku usaha dan/atau Organisasi 
Kepemudaan. 

Pasal 25 

(1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud 
dalaro Pasal 15 huruf f, bertujuan mengembangkan 
wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, 
nasional dan internasional, serta meningkatkan potens.i 
dan kapasitas kepemiropinan Pemuda dalam rangka 
mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda. 

(2) Forum kepemiropinan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), dilaksanakan melalui: 

12 ., 
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a. seminar; 
b. lokakarya; 
c. temu konsultasi; 
d . pertemuan Kepemudaan; dan 
e. pembentukan jejaring Kepemudaa!ll sesuai minat, balcat 

dan potensi. 

Pasal 26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan 
Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 sampai dengan Pasal 25, diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Paragraf2 
Pengembangan Kewirausahaan 

Pasal 27 

(1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan sesuai 
minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah 
pembangunan Daerah. 

(2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , diselenggarakan melalui: 
a . pelatihan; 
b. pemagangan; 
c. pembimbingan; 
d.pendampingan; 
e. Kemitraan; 
f. promosi; dan/atau 
g. bantuan akses permodalan. 

Pasal 28 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, 
pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk: 
a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga 

pendamping; 
b. pengembangan kurikulum; 
c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda; 
d. penyediaan prasarana dan sarana; 
e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan 

Daerah; dan 
f. Penyediaan balai latihan kerja. 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, 
antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan 
dan kalangan profesional. 

(2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 

13 .. -·c,•t r.-,.. . ~ "'1 1 • ;. ' 
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a. pengembangan kualitas sumber daya manusia; 
b. pemberian bantuan manajemen; 
c. pengalihan telmologi dan dukungan teknis; 
d. perluasan akses pasar; 
e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah; 

dan/ atau, nasional, regional, dan internasional; 
dan/atau 

f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan 
akses penguatan permodalan. 

Pasal 30 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, 
dilaksanakan rnelalui: 
a. penyelenggaraan pameran Wirausaha Muda Pemula, 

Daerah, nasional, regional, dan internasional; 
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan 

Jasa; 
c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru 

berikut pengurusan hak kekayaan intelektual; 
d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama 

rnelalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; 
dan/atau 

e. gelar karya atau demonstrasi produk. 

Pasal 31 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan 
akses perrnodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) huruf g. 

(2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tujuan memberikan kemudahan mendapatkan 
modal usaha. 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan 
Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Paragraf3 
Pengembangan Kepeloporan 

Pasal 33 

(1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui: 
a. pelatihan; 
b. pendampingan; dan 
c. forum kepemimpinan pemuda. 

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan 
Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
melalui: 

14 
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a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar 
kompetensi; 

b. pengembangan kurikulum; 
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
d. penyediaan pendanaan. 

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan 
Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
me-lalui: 
a. penyediaan tenaga; 
b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; 
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
d. penyediaan pendanaan. 

(4) ?emerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi 
Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan 
.Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, melalui: 
a . Pengembangan Kepeloporan Pemuda; 
b. kom,-olidasi. koordinasi, dan sinkronisasi dengan 

pemangku kepentingan; 
c. akSt>s.ibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam 

Organisasi Kepe.mudaan lingkup Daerah, nasional, 
dan/ atau internasional; 

d . seminar. lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan 
KepemudRru1 lainnya lingkup Daerah, nasional, 
dan/ atau intemasional; 

e. pet\Vf'Cliaan prasarana dan sarana; dan/atau 
f. pt"nyediaRD pendanaan. 

Pasal 34 

Kete-ntuan lebih lru1jut mengenai Pengembangan Kepeloporan 
Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur 
ck.ngan Peraturan Bupati. 

BAB VI 
PRASARANA DAN SARANA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 35 

(1) Pt--metintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan 
Kept•mudaan. wajib menyediakan dan mengelola 
Pmsarana dan Sarana Kepemudaan. 

(2) f"t'merintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan 
&\rana Kepemudaan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) 
dapat beke1:jasama dengan Organisasi Kepemudaan, 
Pelaku Usaha dan/ atau Masyarah"at. 

Pl Orgnnisasi Kt•pemudaan, .Pelaku Usal1a, dan/atau 
Mnsyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
met\\'ediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai 
dt•ngan ketentuan peraturan pentndang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Penyediaan 

Pasal 36 

( 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri 
atas: 
a. sentra Pemberdayaan Pemuda; 
b. koperasi Pemuda; 
c. gelanggang Pemuda, remaja, atau mahasiswa; 
d . pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/ atau 
e. perpustakaan; 

(2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar 
prasarana pada masing-masing kegiatan, meliputi: 
a . Penyadaran Pemuda; 
b. Pemberdayaan Pemuda; dan 
c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan 

kepeloporan Pemuda. 
(3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda 
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan Daerah. 

Pasal 37 

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata 
ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan. 

(2) Dalam ha! terdapat pengerobangan tata ruang yang 
mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada 
dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat 
memindahkan ke tempat yang Iebih layak dan strategis. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan 

Pasal 38 

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan: 
b. pemanfaatan; 
c . pemeliharaan; dan 
d. pengawasan. 

Pasal 39 

Ketentuan lebih !anjut mengenai pengelolaan Prasarana dan 
Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VII 
ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDMN 

Bagian Kesatu 
Organisasi Kepemudaan 

Pasal 40 

(1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan 
dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan. 

(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat dibentuk dalam lingkup Desa/Kelurahan, 
Kecamatan, dan Daerah. 

(3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran 
dan/atau lingkup kemahasiswaan. 

(4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) , dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, 
ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(5) Organisasi Kepemudaan sebagaim.ana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non 
struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi 
Kepemudaan bersangkutan. 

Pasal 41 

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentulmya 
Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, 
seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan 
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 42 

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memili.ki: 
a. keanggotaan; 
b. kepengurusan; 
c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan 
d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

Bagian Kedua 
Satuan Togas Kepemudaan 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas 
Kepemudaan dalam rangka membantu kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas dan fungsi 
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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IIAII VIII 
l'l•!Nt:A'l'A'l'AN 11AN l>A'l'A INJtC>l{MASI 

I l11Rln11 l<v,1111.u 
1'1mcn In I II n 

1'11t11tl 44 

(I) Sotlnp Oq,1nnhmtli l(epmnu<lnnn di t ingkal Dor1a / Kelurahun 
W1\jlh l1'l'c11l11t pndn Dus11/l<vlurnhun. 

(2) S11tlnp Org1111 iHU11i l<vpornudaon di Ungkat Kecamatan wajib 
ter<"nl11t pnrln l(t'rnmnt·on, 

Pl St:llnp OrgnniH1u1i Kepemudatrn di tingkat Daerah wajib 
h1n:11lnl pncln Ptirungknt Dflerah yang memhiclangi uruean 
lwpcmuclonn. 

(4) Pcncnt1,1l:un Organi11a1:1f Kepemudaan sebagaimana 
dhnokNud podn ayat (1), harus clilamplrka11: 
1,. susuntm dnn nama penguru1:1; 
l>. dnf'tnr nflmo onggota; 
c. onggan111 dasar dan anggaran rumah tangga; dan 
d. surnt lrnJ·crangan domisili Organisasi Kepemudaan. 

Pasal 45 

(I) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pad a 
Desa/l<elurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (1 ), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada 
Kepala Desa/Lurah setiap tahun. 

(2) Set.iap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada 
l(ecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(2), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat 
setiap tahun. 

(3) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (3), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
kepemudaan setiap tahun. 

Pasal46 

(l) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 
(tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (JI berupa: 
a. teguran tertulis; dan 
b. tidak mendapat fasilitas pembinaan. 

Bagian Kedua 
Data dan lnformasi 

Pasal47 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi 
Kepemudaan guna memberikan layanan data dan 
informasi serta layanan kegiatan Pemuda. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), paling sedikit memuat: 
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:· kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan; 
· sasar8:11 P<:nyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; 

c. Organ1sas1 Kepemudaan; dan 
d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan. 

(3) Data dan inforrnasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), disajika.n dalam website. 

(4) website sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan. 

BAB IX 
PENGHARGAAN 

Pasal 48 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada: 
a. pemuda dan/atau Organisasi Pemuda yang berprestasi; 

dan 
b. para pihak yang berperan serta dalam Pembangunan 

Kepemudaan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berbentuk piagam, beasiswa, pemberian fasilitas, 
pekerjaan, asuransi, jaminan hari tua, dan/atau bentuk 
Penghargaanlain. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan oleh pelaku usaha, kelompok Masyarakat, atau 
perseorangan. 

(4) Ketentuan lebih laajut mengenai Penghargaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABX 
KEMITRAAN KEPEMUDAAN 

Pasal 49 

(1) Pemerintah !Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat 
melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan 
dalam Pelayanan Kepemudaan. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperh.atikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, 
dan saling memberi manfaat. 

Pasal 50 

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya 
Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/ atau 
Organisasi Kepemudaan dan pelaku usaha. 

Pasal 51 

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan Kemitraan dengan 
Organisasi Kepemudaan dalam negeri. 

19 
.-;-~ -~ - . "i --:- -·-, - --, 
L: _ ,._ __.._ 

' ' .. _.. .. 
·2-: -=--- - - .. 

- - - .. 



 

/ 

/ 
/ 

r 

§ Scanned with 
CamScanner 

I 

BABXI 
PENDANAAN 

Pasal 51 

(l) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung 
jawab bersama antara Pemerintah Daerab, Pemerintah 
Desa, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan 
masyarakat. 

(2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dipcroleh dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; 
c. organisasi kepemudaan; 
d. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang 

tidal< mengikat; dan/atau 
e . sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

BABXII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 52 

(l) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan 
kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan 
untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan di 
daerah. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l ), diselenggarakan dengan : 
a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh 

buruk yang merusak; 
b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai 

dengan tuntutan masyarakat; 
c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan, dan kepeloporan; 
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri 

Pemuda; dan/atau 
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan 

solidaritas sosial di kalangan pemuda. 

BAB XIII 
PEMBfNAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 53 

(l) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati 
yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala 
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), meliputi: 
a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan 

kegiatan kepemudaan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d . pemantauan dan evaluasi. 

. ,' 
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Pasal 54 

(I) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan 
masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda 
dan pelaksanaan kepemudaan sesuai kewenangannya. 

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (II , 
dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
publik. 

BAB XJV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 55 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong . 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 1 Desember 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 1 Desember 2019 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN 2019 NOMOR 149 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVlNSJ 
BENGKULU : (9/77/2019) .. _ __ ,_ =· = ==~-
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